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1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi daerah merupakan usaha bersama antara pemerintah

dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi daersh demi tercapainya
kesejahteraan yang lebih baik. Tujuan utama pembangunan ekonomi meningkatkan
kescjohtersan masyarakat melalul pertumbuhan fingei yang mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan pendapatun di [ndonesi. Perencanaan pembangunan
daerah, salah satu tujuan utamanya sdalah mendorong peng
terutoma dalam meningkatkan laju perumbuhon ekonomi di ‘mlayuh tersebut
nto, 2021). Ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan kebijakan
ekonomi suaty daersh sering mengalaomi ketidaksesuaian dalam: pembangunan
ﬂnﬂMlﬂﬂ k
Oonomi dserah merupakan kebijakan yang diaibil_ untuk meredam
ketimpangan pembangunan antara daerah dan menjadi bagion dan agenda
reformasi. Menunt Kuncoro (2004) menyoakan Indonesia telsh mengalami
pergeseran dar mmﬁﬁk ke desentralistik sejuk penerspan Undang-

capaian target ekonomi,

Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 dan ﬂndmg-mm 12 Tahun 2008 tentang pemerintah
daerah yang dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Selain itu, Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keusngan antara Pemerintah
Pusat dan Daersh, yang digantikan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004,
mendukung otonomi deersh mengharuskan setiap daerah lebih mandin dalam

mengelola pembangunan yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik.
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nmulai mengimplementasikan clonomi
daerah dengan status khusus (keistimewaan) melalui pemberlakuan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomaor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta pada 31 Agustus 2012, Daser pertimbangan dalam undang-
undang bahwa: (1) negara mengakw dun menghormati pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atan istimewa ynng_f.ﬁﬂln'-dm undang-undang; (i) Kasultanan
Ngayogyaknria Hadiningrat don Kadipaten Pakualaman yang sudah ada sebelum
kemerdekaan berperan penting dalam menjaga keutuhan ne gara Kesatuan Republik
Indonesia; dan (iii) Undang-t'ndang Nomor 3 Tahun 1950 yang membentuk
Daerah Istimews Yogyakarta belum mengatur keistimewsan seciim lengkap
berdasarkan pertimbangan ini maka terbentuklah Undang—L"nlﬁﬂgfmn.

dang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 fentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 5 ayat (1) mengatur tujuan
Wrmmtnbum“mn Daerah Istimewa Yng}m:m{uh mewujudkan
pemennizhan vang demokratis; (b) mewujudkon kesejshterann dan kefenteraman
ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negarm Kesatuan Republik Indonesia;
(d) menciptakan pemerintshan yang hk; dan [il]:i'q.m.lembagakan peran dan
tanggung jawab Kasultanan dan Kﬂdlpnlm dalam menjaga dan mengembangkan
budaya Yogyakarta yvang merupakan warisan budays bangsa. Oleh karena itu,
Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pemberlakuan Keistimewaan vang
memberikan kewenangan tambahan sebagai daerah otonom dan istimewn. Melalui

Undang-Undang Nomor |3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dacrah Istimewa



Yogyakarta pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa kewenangan keistimewsaan
tersebut meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan pemerintah daerah; (3)
kebudayaan: (4) pertanahan: dan (5) tata reang.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, pembangunan Ekﬂﬂﬂm.-m i Kota Yogyakarta masih sangat
bergantung pad kebifakan pemeriniah pusat. Arh pembangunan difokuskan pada
peningkatan kescjahtersan masyarskat melalui opfimalisasi dan pemerataan
pendapatan (Febriants & Sarfish, 2022). Naman, pola puqh:mgu.nan saal itu
cenderung bersifat sentralistik. dengan keterbatasan kewenangan pemerintah
daersh dalam menetapkan kebijakan lokal. tenstama terkait pengelolaan sumber

daya yang berbosis budays serta ruang hidup masyarakat Kots Yogyakarta,
hﬁbumjn,ym khas Kota Yogyakarta, seperti kekayoan budaya, taty ruang
yang berbasis Keraton, serta hak-hak musysrakaf adat. belum' sepenuhnya
terakamodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Seteah dibrikulannys. Keisimewsan, Kota Yogyakatts mermpercih
kﬂﬂﬂmmmm mmnhﬁmﬂmmmn ekonominya.
Dana otonomi khusus tmmmmm m memperkuat identitas

budoya, melestarikan tata ru:l.ng tradisional, serta fﬁeﬁ‘iﬁerﬁ:uﬂ! kelembagaan lokal.
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, otonomi khusus membuks peluang
strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal. Berikut ini merupakan data
alokasi anggaran keistimewaan yang diambil dan sumber Paniradya Keistimewaan
untuk peniode 2019-2023, seperti pada gambar berikut ini:



Besuran Anggaran Keistimewaan di DIY (Miliar)

peningkatan anggaran keistimewnan di sebagian besar wilayah DIY selama periode
lima tahun tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam
memperkuat  pelaksanaan keistimewnan serta mendukung program-program
strategis yang berkaitan dengan kebudayaan, tata ruang, pertanahan, kelembagaan,
dan pengisian jabatan,



Dana otonomi khusos (Keistimewaan ) bertujuan untuk mendukung pelestarian
budayn., peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Pejabat
Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menyatakan balwa Dana Keistimewaan
menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membangun Kota
Yogyakarta. Pelaksanaan dan penggunaansdana keistimewaan akan difokuskan
pada program-program pembangunan di setiap wilayah (warta jogjakota.go.id).
Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki strukiur ekonomi
demi mmg'knikm kesejahtersan mosyarokat. Sebagni kota dengan status
! E:u:rbngm faktor
lokal ng:h.us‘ seperti warisan budava dan nilai-nilai’ lﬂﬂiﬂm{.mmmpﬂkan
ba,gh-ﬂflﬁ:pisnhknn dari identites musyvarnkat setempat.

Untuk memuhami kondisi perekonomian suatu daerah pada tahun tertentu,
Fmdukﬂmmﬁﬂegmm] Bruto (PDREB) menjadi salah satu parameter penting
yangdupat digunakan. PDRB mencerminkan fotal nilai tambab yang dibasilkan dari
seluruh akiivitas usaha di suatu wilayah, atau secara keselurahan, nilai dari barang
ksi oleh berbagai unit ekonomi di Kota Yogyakaria. Sebagai
indikator uwtamno dalam mg;hﬂ: pertumibihan ﬁmmm daerah, PDEB
mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas

ekonomi di wilayah tersebut dalam periode tertentu (Rizky. 2022). PDRB juga
mengukor kinerja ekonomi suatu wilayah dan sering dipunakon untuk menilai
sejath mana perekonomian wilayah tersebut berkembang, serta memberikan
gambaran mengenai kapasitas produksi, distribusi pendapatan, dan kualitas hidup

masyarakat di Kota Yogyakaria.



PDRE di Kota Yogyokarta menjadi elemen penting dalam distribusi
pendapatan dan penciptaan lapangan kerja (Tklasan & Salim, 2024). Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah
untuk menciptakan nilai tambah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan total
nilai tambah yang dihasilkan dan semua aktivitas usaha di suatu wilayah, yang
dapat diartikan sebagai Keseluruhannitai dari barang dan jaso vang diproduksi oleh
berbagai unit gkonomi. PDRB terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu
pendelcatan lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB berdasarkan lapangan usaha
merupakan penjumlshan sehinh komponen nilai iambah bruto yang dihasilkan oleh
sektor ekonomi melalui berbagai aktivitas produksinys. Sedangkan. dari sisi
pengeluaran, PDRB menjeluskan tentung penggunaan nilai (ombah fersehut.

Kota Yogyakarta, sehagai Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah
satu-satunya daerah tingkat 11 yang berstatus kota di antara empat Kabupaten
lainya Secara administratif, wilayahnys mencakup anes seluas 32.5 km? sekitar
1.02% dari total luas DIY yang terbagi dalam 14 kecamatan, 45 kabupaten, 617
ekonomi, sosial dan budaya. Dalam aspek ekonomi, Kota Yogyakarta berkembang
pesat memulal sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan indusin kreatif. Kekayaan
warisan budaya serta pc'mnn.}'.n sehngm pu's:it penﬂJdllmn dan seni menjadikan kota
ini magnet bagi wisatawan. Kemungkinan besar membuat pertumbuhan PDRB
semakin meningkat khususnya di Kota Yogyakarta. Berkut ini merupakan data

PDRE Kota Yogyakarta peda pericde 2010-2023 seperti gambar berikut ini:



Produk Demestik Regional Brots di Kota Yogvakarta
(Juts Rupiah)

2023

ningkatan pada tahun 2021-
2023, dengan angka pertumbuhan sebesar 46,2 juta rupiah,

PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuban suatu
daerah, pengukuran kemiskinan dan kesejahtersan sosial melalui indikator lain,
seperti persentase penduduk miskin menjadi penting untuk menilai sejauh mana
manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,
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sehingga mencerminkan kesenjangan sosial yang ada. Dengan kata lain,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahtersan
jika tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang adil dan inklusif Berikut ini
merupakan data jumiah penduduk miskin pada periode 2010-2023 seperti pada

Kty Bamtul :h._;':ﬂuu]q_.l Kah. Slem
Kl

tertinggi, yaitu sekitar | lapat dikaitkan dengan lebih
banyaknya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan
Kota Yogyekarta memiliki tingkot kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten
Ininya ada di DIY. Kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh suatu
daerah dan dapat menghalangi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, sehinggn
penanggulan kemiskinan menjadi hal sangat penting (Arivanti, 2024).



Sustainable Development Goals (8DM3s) adalah serangkaian tujuan vang
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Banpsa (PBB) untuk mendukung kehidupan
yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh manusia di bumi {Afandi et al,,
2022). SDGs disdopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agends 2030 untuk
Pembangunan Berkelanjutan. 5DGs meneakup 17 tujuan yang meliputi tanpa
kemiskinan, tanpa kelaparan, bﬂhdupm aﬂhltdﬂn sejahtera, pendidikan
berkualitus, kesetarsan gender, air bersih dan sanifasi layak. energi bersih dan
terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekosiomi, industri, inovasi dan
infrastruktur.  berkurnmys  kesenjangan, kota dan  permukiman  yang
berkelanjutan. konsumsi dan produksi yang berfanggungjawab, penanganan
perubahan iklim, ekosistem loutan, ekosistem daratan. perdamaian keadilan dan
kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujumn., Salah satu
progam SDGs yang saat ini masih menjadi perhatian_untuk diselesaikan oleh
pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan kemiskinan (lssundari & Yani 2021).

Otanomi khusus merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan hak dan
mwmﬂth tertentu untuk mengatur serta mengelola

urusan pemerintohannyn sendiri, termosuk dalam hal pengelolaan sumber daya,

pembangunan wilayah, dan keunngan daerah. Pemberian kewenangan ini sangat
berkaitan erat dengan upayn pe'n.cal.;inian. tu_lun.n. 'p&nbmgunnn berkelanjutan
(SDGs), terutama dalam hal mendorong keadilan sosial. pengurangan kemiskinan,
dan pembangunan wilayah yang masih tertinggal. Dengan adanya kewenangan
tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk merzncang dan

mengimplementasikan kebijakan terhadap kebutuhan lokal.



Otonomi  khosus berperan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (8DGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan
(SDGs 1). Dana otonomi khusus memungkinkan pemerintah daersh menyusun
program berbasis kebutuhan lokal, seperti subsidi pertanian, bantuan pendidikan,
serta pemberdayaan masyarakat adat dan wilayah terpencil. Selain itu, daerah
seperti Papua. Acehydan DIY dapat Wﬂ sistem pendidikan yang
sesial dmgmiﬂﬁslﬂuwm angraran Yang dimiliki. Otonomi
khusus juga ditujukan unfuk memperkecil kesenjangan antar pusat dan daerah,
menjadikannya instrumen strategis dalam mewmmnm yang merata
dmiﬂ‘hﬁ’m Indonesia,

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran scbagai orang yang tidak
Maﬁ;iﬂlﬁ-ﬁung mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru,
atau sudah diterims bekerja tetapi belum mulai bekegja. Definisi ini mencakup
berbagai kondisi pencari kerja dan mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja.
Tmﬁat Pengungguran Terbuka (TPT) adalah pcmj_tlli!-liﬂh'pmgunggmm
|:I|bn.rﬂmjkd: jumilh-&ﬁ&n kerja H-"c’ﬂuﬁu &miah. 2003). Tingkat
pengangguran. menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki
pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedin untuk bekerja. Indikator ini
menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah,
karema  tingginya tingkat pengangpuran  dapat  mencerminkan  adanva
ketidakseimbangan antara penawaran dan permintasn tenaga kerja. Berikul im
merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka sebelum dan sesudsh otoromi

khusus pada tahun 20010-2023 seperti pada gambar benikut ini.

10



Tingkat Pengangguran Terbuka Di DIY
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menyelasaikan pendidikan menegah dan tinggi. Selain itu, banyaknya lulusan
pendidikan tinggi yang belum terserap oleh pasar kerja juga turut menyumbang
tingginya amgka pengangguran  di  wilaysh perkotasn. Fenomena ini
mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta

pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
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Mengatasi masalah pengangguran merupakan lantangan yang rumil yang
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk pencan
kerja  yang tidak memibki motivasi  atay  keferampilan  khosus,  dan
ketidokseimbangan antara jumloh lapangsn kerjs vang tersedia dan tinghat
pengangguran yang terus meningkat. Fakior eksternal juga mencakup berbagai
faktor lain yang mempengaruhi hﬂ;ﬁni i {S}rahm'nni. 2025). Tingkat
pengangguran dan PDRB: saling ferkait em! dalsm menggambarkan kinerja
ekonomil suatu wilayah. Sementara itu, tingkal pengangguran menunjukkan
propaorsi angkutan kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan, vang sering kali
dipengaruhi gleh sejauh mana perekenomian tersebut dapat menyerap fenaga kerja.

w antera perfumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
menjadi aspek krusial dalam menilsi efektivitas pembangunan daerah. Dengan
ﬁmih’u,:ﬂhlpnumhuhnn PDRB tdak diiringi oleh penciptaan lapangan kerja
mmdm, maka manfaat perfumbuhan ekonomi mﬁlﬂiﬂﬂ: uhnﬁrasakan
secarm memta oleh masyvarakat Kenaikan FDRH‘I'mmm ‘meluasnya
aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan peluang kerja. sementara
penanaman modal asing hmﬂ’mgﬂl pendorong wtoma dalam membuka
lapangan kerja baru {Azeahro et al,. 2025), Hal mi menunjukkan bahwa kualitas
pertumbuban ekonomi nmnjad.l sama peﬁt'mgﬂyn deng.'m kuantitasnya, karena
hanya pertumbuhan vang inklusif vang dapal menurunkan angka pengangguran
secars signifikan. Oleh karena itu, stralegi pembangunan ekonomi perlu diarahkan
tidak hanya pada peningkatan output, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja

yang produktif dan berkelanjutan terutama ekonomi fokal,
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Secarn umum kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tedentu dengan
menggunakan PDRB, sehingps laju  pertumbuhban ekonomi suatu  daerah
ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan
PDRE vamng dicopai masyarakat adalash ukuran kesuksesan suotu daerah dalam
mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Secarn makro,
pertumbohan PDRB dar tahun h:llhm: adalal. indikator dari keberhasilan
pembangunan daersh. Periumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas
ekonomil yang menyebabkan jumlsh bamang dan jasa vang dihasilkan dalam
masyarakat  bertumbal, sehingga pendapatan  masyarakat meningkat - dan
Icmg'ﬂmlu mereka jugn mengalami perbaikan fﬁTMn& Mabila, 2021),
Pertumbuhan skonomi dipengaruhi oleh sektor ckonomi vanp terdir dart 17 sektor
lapangan usaha yang ada di suatu daerah.

Badan Pusat Statistik menjelaskan ada 17 sektor ekonomi yang terdiri dari: { 1)
Pertanian, Kehutanon, dan Perikanan, (2) Pertam.hqmwﬂqu meldmu. (3)
Industri Pengolahan, (4) Pengadoan Listnk dan (hi, (5 Pengadaan Air,
Pengelolazn Sampah, Limbah dan Paur Ulang: (6) Konstruksi, (7) Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Scpeda. (8) Transportasi dan Pergudangan,
(%) Penyediaan Akomodasi dan Makan Hmm:{ﬂﬂﬂ;hrmm dan Komunikasi,
(11} Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate. (13) Jasa Perusahaan, (14)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. (15) Jasa
Pendidikan, {16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa Lamnya. Berikut
ini merupakan rata-rata kontribusi PDREB per sektor sebelum otonomi khusus di

Kota Yogyakarta darn tahun 2010-2012 sebagai berikui:
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Rata-Rata Kontribusi :
= Frrmmbargan de Preggocess
PDRB Per Sektor N
1.?5_||IIH.: = Fengmbimn 4 ek o dkas
k = Fngmbumn =, Fengehilam Sargreby, Eintweh
I.hn—lljhm

= Ferdugergse Besn den Forres: Rasimn
Libsh! dar Scpabs Wi
& 1 mmaperiae il Forgalasgas

PS 2010-2012 (diolah)
Kantrilasl FHRE P Sektr Kotx Yogyik

sampah. limbah dan daur ulang (0,16%) deni total PDRB. Berikut ini merupakan

rata-rata kontribusi PDRB per sektor sesudah otonomi khusus di Kofa Yogyakaria
dari tahun 2013-2023 sebagai berikut:
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pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0.15%) dan jasa
perusahaan (0.96%) dari total PDRB. Namun, gambaran kontribusi lapangan usaha
terhadap PDRB diatas belum bisa menggambarkan kondisi sektor unggulan di Kota
Yogyakarta.

13



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor unggulan di
Kota Yogyakarta sebelum dan sesudsh otonomi khusus dengan menggunakan
metode Location Quotient (LO), Dynamic Location Quotient (DL, Shift Sheaee
Tipologi Klessen dan Uji Beda Dua Mean, Metode i dipilih karena maosing-
masing metode ini memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi
dalam menganalisis struktur don potensi ekonomi suntu wilayah. Hasil penelitian
diharapkan memberikan gambaran menyehiruh mengenai dampak otonomi khusus
terhadap sektor unggulan dan menjndi bahan pertimbangan dalam kebijakan
pembangunan ekonomi daerah ke depan. Berdasarkan latar belakang tersebut.
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judil “Analisis
Sektor Unggulan Kota Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Khusos™,

1.2, Rumusan Masalah
Kﬂh'fwa menunjukkan tren penurunan jumilah penduduk . ki I

cukup signifikan. Namun. tingkat pengangguran lorbuka bersifat Nuktuatif dengan
kecﬁﬁﬂi_l:ungm meningkat. PDRE Kola Yngynkm-w"pemuhm yang
:ukuppuﬂpd!_pﬁiﬂmrapﬂn ulnﬂuﬂﬁ’ﬂiﬂm-hﬂm:iﬁfﬁ}. Setelah
pemberlakumn  ofonomi khusus (2013-2023), PDRB sempat tumbuh secara
signifikan di awal. namun kemusdian mengalami penurunan akibat pandemi Covid-
19, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam aspek ekonomi dan sosial.
Peningkaton kesejahtersan masyarakat tidak hanya tercermin dan angka

pertumbuhon ekonomi semata, fetapi juga ditentukan oleh sejauh mona

pertumbuhan fersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
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Dalam wpaya mencapsi kesejahteraan masyarskal dan  pemerataan
pembangunan setiap wilayah tentu memiliki sektor basis dan nombasis yang
disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kota
Yogyakarta melalui strategi pembangunan. yang

mix diKanWﬂdmdm '

I, Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis atau
non basis terhadap perekonomian di Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah
otonomi khusus.

2. Untuk menganalisis perubshan struktur pertumbuhan ekonomi di sektor
unggulan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi khusus.
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3. Untuk menganalisis sumbangan sektor unggulan di Kota Yogyuakarta sebelum
dan sesudah otonomi khusus.

1.4,  Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini

beberapa sub bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan gambaran umum tentang isi penelitian, termasuk
latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelition, manfaat penelitian, dan sistematika bab yang diteliti.
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Bab 11 Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori atau konsep yang menjadi dasar
bagi penelition. Bab ini mencakup beberapa bagian penting, landasan teori,
penelitian terdabulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.
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